
BUPATI SIAK 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 
NOMOR t| TAHUN 2018 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI SIAK, 


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4880); 



4 . 


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 988); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 


14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 


24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
108); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 


34. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25 
Seri A); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 12 Seri A); 

36. Peraturan Bupati Siak Nomor 165 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 165); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK 

Dan 

BUPATI SIAK 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. laporan operasional; 

d. laporan perubahan ekuitas; 

e. neraca; 

f. laporan arus kas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun 


anggaran 2017 sebagai berikut: 


a. 

Pendapatan 


Rp. 1.666.987.143.295,53 

b, 

Belanja 


Rp. 1.630.363.401.908,69 



Selisih lebih/(kurang) 

Rp. 

36.623.741.386,84 

c. 

Pembiayaan 





Penerimaan 


Rp. 

12.548.689.990,67 


Pengeluaran 


Rp 

0,00 


Selisih lebih/(kurang) 

Rp. 

12.548.689.990,67 



Pasal 3 




Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 
berikut: 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 253.301.313.923,14 
dengan rincian sebagai berikut : 

(1) Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1,920.288.457.218,67 

(2) Realisasi Rp. 1.666.987.143.295.53 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 253.301.313.923,14 





b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 167.223.055.408,65 
dengan rincian sebagai berikut : 

(1) Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.797.586,457.317,34 

(2) Realisasi Rp. 1.630.363.401.908,69 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 167.223.055.408.65 


c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
Rp. 86.078.258.514,49 dengan rincian sebagai berikut : 

(1) Surplus/defisit setelah perubahan Rp 122.701,999.901,33 

(2) Realisasi Rp- __ 36.623.741.386,84 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 86.078.258.514,49 


d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp.(250.689.892,00) dengan rincian sebagai berikut : 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 12.298.000.098,67 

setelah perubahan 

(2) Realisasi Rp. 12.548.689.990,67 

Selisih lebih/(kurang) Rp. (250.689.892,00) 

e. selisih anggaran dengan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan 
rincian sebagai berikut : 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 0,00 

setelah perubahan 

(2) Realisasi Rp. _ 0.00 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00 


f. 


selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan 
Rp.(250.689.892,00) dengan rincian sebagai berikut : 

(1) Anggaran pembiayaan netto Rp. 

setelah perubahan 

(2) Realisasi Rp. 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 


netto sejumlah 
12.298.000.098,67 

12.548.689.990,67 

(250.689.892,00) 


Pasal 4 


Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut : 

a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 12.298.000.098,67 

b. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp. 49.172.431.377,51 

Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rjx_ 109.356.849,00 

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 49.281.788.226,51 

Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 


Desember 2017 sebagai berikut : 


a. 

Jumlah Pendapatan 

Rp. 

1.703.697.396.157,40 

b. 

Jumlah Beban 

Rp. 

1.871.778.342.181,61 

c. 

Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Rp. 

(168.080.946.024,21) 

d. 

Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan 

Non Operasional 

Rp. 

(3.053.100.624,85) 

d. 

Jumlah Pos Luar Biasa 

Rp. 

0,00 

e. 

Surplus/Defisit LO 

Pasal 6 

Rp. 

(171.134.046.649,06) 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud 
Desember tahun 2017 sebagai berikut ; 

dalam Pasal 1 huruf d per C 

a. 

Jumlah Ekuitas Awal 

Rp. 

6.117.663.901.368,51 

b. 

Surplus/Defisit LO 

Rp. 

(171.134.046.649,06) 

c. 

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ 
Kesalahan Mendasar 

Rp. 

(120.175.950.283,81) 

d. 

Jumlah Ekuitas Akhir 

Rp 

5.826.353.904.435,64 









Pasal 7 


Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember tahun 201 < 
sebagai berikut : 

a. Jumlah aset Rp. 5.883.127.164.984,45 

b. Jumlah kewajiban Rp- 56.773.260.548,81 

c. Jumlah ekuitas Rp- 5.826.353.904.435,64 


Pasal 8 


Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk tahun yang 
berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut : 


a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017 

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi 

c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi 

d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan 

e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2017 

Pasal 9 


Rp. 15.004.379.771,38 
Rp. 253.067.055.825,71 
Rp. (216.443.314.438,87) 
Rp. 250.689.892,00 
Rp. (2.176.690.046,71) 
Rp. 49.702.121.003,51 


Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun 
Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas 
pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 


Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah 
ini terdiri dari: 


a. Lampiran I 
Lampiran 1.1 

Lampiran 1.2 
Lampiran 1.3 


Lampiran 1.4 

b. Lampiran I! 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 

i. Lampiran IX 

j. Lampiran X 

k. Lampiran XI 

l. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 

n. Lampiran XIV 

o. Lampiran XV 


Laporan Realisasi Anggaran. 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 
Pemerintah Daerah dan Organisasi. 

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 
Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan. 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut 
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan 
Kegiatan. 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah 
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

Laporan Operasional. 

Laporan Perubahan Ekuitas, 

Neraca. 

Laporan Arus Kas. 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah. 

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah Tidak 
Tertagih. 

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana 
Bergulir 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. 

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah. 

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap. 

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan. 

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya. 




p. Lampiran XVI 

q. Lampiran XVII 

r. Lampiran XVIII 

s. Lampiran XIX 


t. Lampiran XX 


Daftar Dana Cadangan Daerah. 

Daftar Kewajiban Jangka Pendek. 

Daftar Kewajiban Jangka Panjang. 

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum Diselesaikan Sampai 
Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun 
Anggaran Berikutnya. 

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 


Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. 



Ditetapkan diTSiak Sri Indrapura 
pada tanggal 1 Agustus 2018 

BUPATI SIAK,I» 



SYAMSUAR^t 


Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal Agustus 2018 


SEKRETARIS 



RAH KABUPATEN SIAK 


1 


HAMZAH 

Jtama Madya 
>00125 198903 1 004 
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